PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR (Bt TAHUN 2006

TENTANCG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Memmbang

Mengingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ERA

WALIKOTA METR(},

1 bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang, Pemetiniah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuon 2004
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Fakyat Dacrah. dipandang perlu adanva ketentuan vang
menetapkan kedudukan protwokoler dan Keusngan Pimpinan dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kot Metro vanp ditwanpkan dalam
Peraturan Daerah.

e

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentung Protokoeler (Lembaran

Megara Republik Indoncsia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Mepara Nomor 3363);

Lindang-TUndang NMomor 8 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara
vang bersih dan bebas dari Komupsi, Kolusi dan Kepotisme (Lembaran
Megara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Mewara Momor 3851);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tenlang Keoangan Megara
{Lembaran Negara Hepublik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan |.embaran Megara Momor 4286);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPE, DPE. DPD} dan DPRD {(Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomaor 92, Tambahan Lembaran Nepara Nomaor 4310);

Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara
{Lembaran Nepara Republik Indoncsia Talwn 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Mcgara Nomor 4333) ;

Undang-undang Nomor 1) Tahun 2004 lepiang Pembenlukan Peraluran
Perundang-undongan {Lembaran Megara Rl Tohun 2004 Momor 53,
Tamnbahan Lembaran Megara K1 Momor 438 )

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Dacrah
iLembaran Megara Rl Tahum 2004 Nomor 125, Tambahan |.embaran
Negara R1 Momor 4437},

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanp Perimbangan  Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab (Lembaran Megara Kl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4458);

ey



9. Feraturan Pemerimtah Momor 42 Tahen 1990 tesiang  Ketentuan
Keprotokolan Mengenai lata lempat, latz Upacarz dan Tata
Penghormatan  (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1990

Momor 54, Fambahan Lembaran Megara Republik Indoresia Nomor
39523

10, Peraturan  Pemerintah Nomear 23 Tehon 2000 tentang Kewcenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst sebagai Daersh  Otonom
(Lembaran Negarz Repubik Endonesiz Tahun 1999 Nomaor 90, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indoncsia Momor 3952

11. Peraturan Pemenintah Nomor 105 Tahun 2(HH) tentang Pangelolaan dan
Pertangpungiawaban Keuwsngen Dacrah (Lembaran Mepara Repullik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 202, Tambahen Lembaran Negam
Republik Indoncsia Nomor 4022):

12, Peraturan Pemernintah Momor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Megara Repoblik Indonesie Tehun 2001 Nomer 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090

13, Peraturan  Pemeriotah MNomor 24 Tahun 2004 temtang Kedudukan
Protokoler dan Kewangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Doernh (Lembarzn MNegara Republik Indoncsia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan bembaran Negarm Republik Indonesia Nomor
44167,

14, Peraturan Pemenntab Nomor 37 Tahun 2004 testang Perubahan Atas
Peraturan  Pemerntah Nomor 24 Tahun 2004 temtang Kedudukan
Protokoler dan Keuvangan Pimpinan dan Angsota Dewan Perweskilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahen 2004
Momor %4, Tambshan Lombaran Nepars Repeblik Indomesiz Nomaor
45407;

Dengan Persetujusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAl DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTLSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

BABI
RETENTUAN UMUM
Faunl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalcsud dengan ;

. Dcwan Perwakilan Raokyat Daeeal selenjutnya disehat DPRD adalah
DPRD Kota Metro;
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Pimpingn DPED adelan Kete der Wakil-waly] Ketva DPRD Kot
hletro;

3. Angeeta DPRD udalah mencka vang diresmikan keanggotaannya schagai
Angpota DPRD Keta Meauro dar telah mengucapkan sumpahdan)
herdasarks ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Kepala Dasrah adalah Waltkom Metro;
5. Walksl Kepala Daerah adaiah Wakal Waltkota Melno,

5. Sekretariat DPRD  adalah  unsur  pendubung DPRD  scbagaimana
dimnaksud dalam Undang-Undang Momoer 22 Teben 2003 tentang
Susunan dan Kedudokan Majelis Permusyawaratan Rakval, Dewan
Perwekilan Rakyat, Dewan Perwakilar Deerah, dan Dewan Perwakilan
Rikyat Dacrah:

7. Sekretaris DPRMD adaiah Pejahal Perangkat Daerzh yang memimpin
Sckretarint DPRD Kota Metre,

8. Kedudukan Protokoler sdalah kedudukan wanpg diberikan  kepada
scseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempea:
dalam aears resmi atay pertemuan resmi;

9. Protokol adalah scranpkasan aluran dolum acara Keneparagn atzu acara
resmi vane meliputi aturan mengsnai tata tempat, w@ta upacara, dan tata
penshommatan  sehubungan dengan penghormatan kepada sescorang
sesumi  dengan  jabatan dan atew kedudukanoya  dalam negaes,
pemerintshan atau masyvacakal,

10, Acara Resmi adalah acara wang hersifal resmi yang diatue dan
dilaksanakan aleh Pemeriniah Daerah atae Lembaga Pervakilan Daecrah,
dalam melaksanakan togas dar fungs) tertentu dibadinn oleh pejaba
negara, pejabat pemerintah, pojabat pemenntah daerah serta undangan
lainnya;

11. Tata Upacam adalah atuman untek melaksanaksn upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resml,

12. Tata Tempat adalah aturar mengenai urutan tempat bagi pejabat negara,
nejahat pemerintah, pejabat pemenntah daerah dan tokoh masyaraks
tertentu dalem nearn kenegrman atan Acara resmi;

12 Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pamberian horma
bam pojabat nepars, pejebul pemermtalk, peabel pemerinioh dasrat: dun
tokoh masyvarakat tertentu dalam acara kenegaraan atay acara rasmi.

14, Uanp Representasi adaleh wang yang dibemkan setizp bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan  dengan kedudukanmia
sahbapal Fimpinan dan Angpota PRI,

15, Uarg Paket adalah vang yangz dibenkan setbiap bulan kepada Pimpinan
dan Angeota DERD dalion mcoghadine dan mengtkon espat-rapat dings:

16, Tunjangan Jabatan adalah vang yang diberikan setiap bulan kepads
Pimpinan dan Angpota DPRD karena kedudukannva sehapar Keafes
Wakil Ketua, dan Angoota [MPRD;

17 Tunjangan Alat Kelenghapan DPRD adelah funjangan vanyg dibenzan
satiap bulan kepads Pimpiaan atan Anggoa DPRD sehubuagan denpar:
kedudukannya sebagal Kema atau Wakil Ketus atau Sckretans atau
Anppota Panitia Musyawemb stan Komis sfas Baden Kehormatan stun
Fantlia Angearan olau alat kelengkapan lainnya;
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I8 Tumjangan Kesejahteraan adalah unjangan vang disedickan kepada
Pimpinan dan Angpota 120R1D berupa pemberian jaminan pemeliharaarn
kesehatan,  Penyediaan rumah  jabatan  DMimpinan JPRD den
perlesckapannyi, rumah dinas dan perlenghkapannya, kendarzan dinas
jabalan  Pimpan 1IPRE,  pemhberian pakaian  dinas, uang  duks

watattewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

1%, Uang Jasa Pengabdian edalab uang vang diberkan kepada Pimpinan dan
Arnppola DPRD atas jasa pengabdiannye szielah yang Sersanghutan
diterhentikan dengan hormat;

200 Anggaran Pendapatan dan Belanpa Daersh selanjutava disebut APDD
adalah rencana kevangan tahunan Pemerintah Dacrah yang disetujui aleh
DIPRTY dan ditetapkan denpan Peraturan Daerzah;

21. Pejabat Pemerintah adalab pejabal pemerintah pusat vang diben tugas
tertentu dibidengava sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan;

22, Pojabut Pemerintah Dacrah adalah Pejabal Pemenntah Kota Metro
sehagai dasrah otonom yeng diberi lugas tertenty dibadanpnya scsual
denpan Peraturan Perumdang-Undangan,

I~
[IS-]

Instanst Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atas Lembapa
Pemerintah Non Departemen di Kota Metra:

RAl Il
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINADN DAN ANGGOTA DPRD
Barian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1} Pimpinan dun Angoota DPRD memperoleh keduduksn protukoles datan
ACATA TESME,

2} Acara resmi sebagaimana dimaksud pada oyt {1 mehiputi
a. Acara resmi Pemerintah yoang diselengparakan di Daerah,

. Acara resmi Pemermtab o Daersh vang |r|EJ'|gh£|-:']i!'k:L=‘: P‘u_i:th;!l
Pemenntah:

c. Mcara resmi Pemerintgh  Dacish ovang  dibadsd oleb Pejabat
Pemerintah Dacrah

Pagian Kedua
Tata Tempal

Pasal 3

Tata tempat Fimpinan dan Angota DPRD daton ocae sesoni diadaban
sehapal berikut

a, Ketua DPRD disebelah kin Kepala Daceal

b wWakilwakil Ketoa DPRDY bersema denpin Wakil Kepala Dinernh setelab
peanal [nslans: vertikal kunnya;

e Angpota DPED ditempatkan bersema dengan Pojsbar Pemerintah Dacrah
|i!|'i1'|1'|‘l:'.'l ying selinphal Asisien Sekeclnng Daeah don fw-"..u|:n:'t'.$'| Thnns
[aecdn clan g Satvsne ke Dreeral By
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Pasal 4

Fata empat calam rapat-rapas PR schagan beriket

il.

Ketug DPRD didampingi vlel Wakil-Wakil Ketua DPRD:

Kepala Daerah dan Walel Kepals Daerah dilempatkan sejagar dan
dhisebelah kanan Ketwa TR,

Wokil-wWakil Ketua DPRD duduk disebelab kin Ketua PR L;

Angpaia TWPRTY menduduki tempat vang telah discdiakan  uniuk
Aol

sckrelans DPRLL Pemmau dan Undanpan seson denpan kosdizi eeang
ranal.

Pasal 5

Fta tempat dalam pengambilan Sumpah ¢ jonji dan pelantikan Kepala
Daerah dan Wakif kepala Daerah sebagzi barikul

g,

Ketua DPRD disebelah kin pzjabat yang akan mengambil sumpah / janii
dan mclantik Kepala Dacrah dan Wekal Kepala Daerah;

Wakil-Wakil Ketua PRI duduk disebelah kin Ketua DPRD,
Angpote DPRD menduduks tempat vang teleh disediskan untuk anmieana;

epala Daerah dan Wakil Kepala Daersh vang lama, duduk discbelah
kanan pojzbat yvabg aken mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala
Mazrah dan Wakil Kepala Dagrah:

Calon Kepals Dasral dan Wakil Kepals Duersh vang akan dilinuk
duduk di sehelah kin Walkil-Walal Ketua DIPRLY

Sekretaris DPRDY. peninjau din undanpgan sesua) dengan kondis: ruangan
rapat;

Mantan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah setelsh pelaniikan
duduk disehelah kin Wakil-Wakil Ketua DPRI;

Kepala Dagrah don Wakil Kepuly Doerab vang hary dilanuk duduk
disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah ¢ janji dan melantik
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerakh;

Pasal 6

Tula tempat dalam acara pengucapan sumpah ! jangp Angagota DPRD
mehpieti:

e

]

Pimpinan DPRD duduk di sebelsh kiri Kepala Daerah dan Ketus
Penpadilan Megeri azav pojabet yang duunjuk duduk di sebelan Kanan
Kepzla Dacmah:

Anpgota DEELD vang akan menpucapkan sumpah / jangi, duduk di tempat
yang leluh disedigian;

Setelah pengucapen sumpab ¢ jangl pimpinan sementare DPRD duduk di
sebelah kint Kepala Dacrah:

Fimpinan DPRD vang lama dan Ketua Pengadilan Begen alan pejabal
vang ditynigk duduk di tempat yang telah disediakan,
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e schretrs DUREY duduk d Delakang Monpan DIRDY alao disesuaikan
dengan kandisi ruang rapat;

f Parn undangan dan Angpots DPFRD lsimnya duduk di tempat vang felah
disediakan; dan

Pers  Kru TV Radw disediakan tempal sendin,

=

Fasal 7

Tata ternpat dalam acuma pengambilan sumpab ¢ jangi dan Pelantikan Ketua
dan Wakil-Wakil Ketua DIFRD hasil Persalihan Umum sebapar berikut ;

g Pimpinan Sementars DERD doduk di sebelab kin Kepala Daciab dan
Walil Kepala Dasrah;

n. Pimpioan Sementarg DPRD duduk d1 sebelah kanun Ketua Pengadiban
Megeri,

c. Setelah Pelenokan Ketun DPRD duduk i sebelieh kin Kepala Dacab
dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Walkil Ketua DPRD duduk di schelah
kin Ketus DPRD;

g, Maatan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negen duduk
di tompat vane telah disedinkan,

Bagian Ketigs
Tore Upacara

Pasal 8

L1 Tata upstcara dalemn acara resmi capat berupa upacars bendera ataw buken
upacara hendera:

(2 Untak keseragaman, kelancaran, keterteban dan kekhidmeatan jalannya
aczra resmi, disclengparakan tata upacara sesua dengan kelenluan
PPeraturan Perundang-Undungan;

Bagian Keempat
Tata Pepchormatan

Pasal &

1) Pimginan dan Anggola DPRID mendapat penghormatan seseai dengan
pencharmatan vang diberikan kepads Pejabat Pemerintah;

‘2] Penghormatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditaksanakan scsua
dengan kelentusn Peraturan Perundang-Undangan.
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BAR 111
BELANTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pestama
Penghasilan
Pasal L1}

'enghasilan Pimpinan dan Angpota DPRID ecdin dari
a  bLlarg Representas); U

o, Uang Paket; 1

¢ Tumangan Jabatan;

4. Tunpangan Panitia Mosyawarah,

2. Tumangan Kamaz,

I, Tunjangan Panibia Anggzaran,

g Tumangan Badan Kehormatan,

f. Tunjangan alat kelengkapan lainmya

Pasal 11

(1) Pimpinun dan Angpota DDPRD diberikan uang represenbasi;

(2} Uang representas) Ketua DERD setara dengan gaji pokok Walilko yang
ditetapkan Pemerintah;

(33 Usna representasi Wakil Ketva DPRD sebesar 80% (delapan puluh
persertus ) dan uang representasi Kelus DPRTD,

(4) Uang represeniss Anggota DI'RD sebesar 73% (tujuh pulub lima
perseratus} dan vang representasi Ketua DPRID;

(3) Selan vanp reoresentssi yang diberikan sebapaimana dimaksud pada
aval (1) juga dibenkan lurgangan keluarga dan tunjongan beras vang
besarnya sama desgan ketenluan yang berlaku pada Pepawar Megeri
Sipil;

Pasal 12

(13 Pimpinan dan Angpota DPRD diberikan uang paker;

(23 Uang paket sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dan wany representasi yang bersanpkutan,

Puzal 13

113 Pimpinan dan Anggota DPRD dibzrikan tunjangan jabatan;

{23 Tumargan Jabaten sebegaimana dimaksed pedy ayal (1) schesar 145 %,
tseratus empat puluh lima perseratus) dan  masing-masing  uang
representast.
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Pasal 14

Pimnpinar dan Angeota DPRD vang duduk dalam Panivia Musyawarah | stau
Komisi atau Panilia  Anoearan, stan Badan Kehormatan, agau ala:
kelengkaan linonva yang diperiukan, diberikan tuniangan alat kelengkapan
sebagal herikut
A Ketua sebesar 7.3% [tujub selengsh perserstus) dan tunjanpan jabatan
Footus TXPRT:,
b, Wakil Ketua sebesir 5% (lima perseratus) dari unjanean jabatan Kera
DPRID
sekrelams sebesar A% (empat perseratus) daed tunjgazen jabatan Ketua
DPRDY

d. Angoota schesar 3% (tiga persemieet dari lenjangan jabatan Ketua
TIPET.

Passel 15

Fazak penghasilan Pimpinan dan Angpota DPRD dikenakan sesugd dengan
kelentuwsn Peratoran Peruadang-Undangan

Bagian Kedun
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16

L) Pimpinan atay Anggota DPRD beserta keluargunye diberikan jaminan
remuliharaan Kesehalan dulam  bentuk pembavaran premi asuransi
kesehatan kepada lembaga asursnsi vang ditetapkan oleh Pemerintah
[ erak:

2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD vanp mencapst jaminan
pemel ikaraam keschatan yaiu suard stou istrl dan 2 (due) orang anak;,

(21 Besarnya premu asuransi sebagaimana dimaksod pada ayat (1} termasuk
biaya pensrsl Choek-Lip 1 (satu} kali dalam setahun bagi Pimpunas dan
Anpaota DPRD,

(4) Pembavaran Premi asuransi schagrimans  dimaksod petcdn ayat (1
dibebankan pada APED.

Pasal 17

(11 Pempinan DPRIY disedigkan masing-masing 1 (satw} rumzh jabatan
Beserta perlenghaparnyva dan | (sam) unil kendarzan dinas jabatan:

[2) Belanja pemeliharaan rumwh jabatan besera perfengkapannya dun
kendargan dings jabatan dibebankan pada APRD,

121 Dalam hal Fimpinen DFRD berhenti atau berakhir masa haktinya, wajib
mengembalikan remah jabatan seserta perlengkapannya dan kendarzan
dims dulam keadaan hask kepada pimpinan deerah paling lambat |
[satul bulan sejak tanggal persberhentian.
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Pasal 18

1) Anggeta DPRD dapat disediakan masing-masing, | {sata) rumah dinas
begerla porlenghapannya;

.2) Belanja pemelitharaan rwnab dings dan perlengkapannyve dibebankan
pada APBLD

A1 Datam hal Anggota THRD diberhentiken alau berpkhir masa bakli, wajib
mengembaliken rumab dicas boserta perlengkapannya dalam keadaan
baik kepzda Pemerintah Dasrah paling lambat [ (saf) bulan sejak
tangaal pemberhartian

Pasal 19

laumah jabatan Pimpinen DPRD, mumah dinas Anggota DPRD beserta
kelenpkapannya dan kendarsan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat
discwabclkar atau digunausabakan atau dipindahtanzankan atgu diubah
struklur bungunen dan smtus hukimoyva

Pasal 21

1) Dalam hal Pemerintah Daerzh belum dapat menyediakan rumah sabatan
dimpinan atau rumah dimas Angeota DPRD, kepada vane brrsanpkutan
dibertkan tunfangan peramaban;

(2) Tumjangar: perumahan sebaguimang dimaksud pada ayer {13 diberikan
dalam hentuk wang dan dibayarkan setizp bulan terhitung mulai tanggsal
pengucapan simpah dan janji;

(3% Pemberign tunjangan peremahan sehagaimana dimuksud peda @vat (2)
harus memperhatikin azas kepatuten, kewajaran dan rasionalitas serts
slandar harea sefernpat yang berlaku

(#) Zctentuan  lebih  lanjur mengenai besarnys  tunjangan  perumahan
schagaimana dumabend pads ayar (2) diefopkan denpan Pergfurin
Repala Daersh

Fasal 21

LU Pimpinar dan Anggota DPRD disediakan pakaan dinas:

(2} Standar satuan hurga dan kualitas bahen pakaian dinas ditetaphan dengan
Peraturan Kepala Dacrah.

Pl 22

Dalam hal Pimpoan alay Angpota DPRD meninegal dunia, kepada ahli
wiris diberikan

& Lang dua walal scbesar 2 (dus) kali uang representasi atau apuabily
meninggrel dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duks tewas
sehesar & {enam) kali weng representasi’

b. Bantuan biays penpurusan jenazah.
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Bagian Ketiza
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 23

(1) Pimpinan atau Angeota DPRD vang meningeal dunia atan mengakhiri
masa haktinva dibenkan gang jacs penmbdian;

(2) Besarnya wang jasa penpshdian sebapaimana dinaksod pada ayat (1)
disesuaikan denpan mase bakii Mimpinan dar Anppota DPRD dengan
kztentoan

a. Masa bakti kuranp dan [ {satu) tahun, dihitenp 1 (satu) tahun penuoh
dan diberikan vang jasa pengabdian | (sam} bulan nang representzsi;

b. Masa bakti sampal dengan 1 (satu} tahun, diberikan vang jasa
penpabdian §(satu) bilan uang representasi,

c. Masa hakn sampar dengan 2 (dua) tabun, dibenkan vang jase
pengabdian 2 {dua) bulan wang representas:

d. Masa bakti sampas dengan 3 (uga) labun, dibenkan uang asa
pengabdize 3 {riga) bulan uang representasi,

e, Masa bakti sampw dengan 4 (empat) fshun, diberkan vang jasa
pengziidicn 3 {empot} bulen gang representasi; dan

[ Muss baktn sampal dengan § (lima) tahun, diberikan cang juse
penpabdian selinggi-linpeinya b (cnamj bulan vang repreasentast.

30 Dslam hal PMumpinan atsw Anpeola DPRY meningpal dunda, uang jas
penpabdian sehagmang dimaksed pada avat (2) dibenkan kepada ahl
WAIISYE;

(4} Pembsysman uang jasa pengabdien dilakukan setelah yang bersanpkulan
dinyatakan diberhentikan  secars hormat sesual dengan  ketentuan
Persturan Perundang-Usdanszan

BAB IV
BELAMNIA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
IPasal 24

(13 Belarga penunjang kegiotan disediakan untuk mendukung kelancaran
lagins, fungsi dan wewenang DPR1D,

(1) Relarpa pemunjang kegiatan sebapaimans dimaksud pads avat (1)
disuzun benlasarkan rencana keria vang diedspkan Pimpenan DPRD.

(33 Rencanma Kera DIPRD dapst berupa kegiatas |
#. Rapet-rapat;
b, Kumungan Kezrja;

Penyviapan Rancangun Peraturze Dacrah, Pengkajian dun Penelaghan
Peraturan Dhserah;

[ =8

Peningkatan Sumberdays Manusia dan Profesionzlisme

e. kowrdinast  dan koosultasi kegistan Permerioiahan dan
kFemasyarakatsn,
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BAB Y
PENGELOEAAN KETUANGAN DPRD

Fasal 25

Sekretaris PR menyusun belanja DPRD yang terdin azas belanja
petphasilan Pimpman dan Anppola DPRID, tonjangen kescjahieraan
Pimpinan dan Anggota DPELD dan belangs penunjang kepintas DPRTD
vang diformulasikan ke dalam reacane kera Jdan angyacan saluan kega
perangkat dacrah Sekretariat DIPRD;

Belanga  penchasilan Panpoan don Angeota DPRD sebagnimana

dimaksed pada avar (1) teesebut dalam kelentuan Pasal 10, diangparkan
dalam Pos DPRLY:

1 lunjanpan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) torscbut

dalam kewentuan pasal 20 diangparkan dalam Pos DPRIT

Tunjangan kesejahieraan mmpinan dan snggota DPRD schagaimana
dimaksud pada ayzt (17 tersebut dalam ketenluan Pasal |6, Pasal 17,
Pasal 18, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serla belanja
penunjang kegaten DPRD schagaimana dimaksed dalam Pasal 24 avat
(2], diangparkan delam Pos Sekretariat DFRD yang divraikan kedalaem
lenis belanga sebasal berikot

4, Belanja pepawvar,

b Belanjt Barme dan jasa,
¢, [elanja perjalanan dinas;
d. Belanja perneliharaan;

¢. DBalanja maodal.

At Pengelalaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekrears DFRD dengan

berpedoman pada ketertuan Peratuman Perundang-Undangan,

Pasal 16

Penganggaran atzu tindakan vang berakibat penpeloaran kas beban belanga
LPRD untuk tujuan lzin di lnar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Dacrah ini, dinyatukan melznggar hukum

Poesal 27

10 Angparan belanja DPRD merspakan begian vang tidak terpisabkan dar
APHD

s )

(2} Penyusunan, peleksanaan tata usaha dan perlangeungiawaban belanja

DPRDY schapaimara dimaksod pade avat {15 disamakan dengun belanja
satuan kerja peranghkst daerah lainnya

Pasul 28

leknis Ciperasional Penggunzan Angparan Paszal 16,11, 12,13 dun 14 digtur
tebin tanyut dengan Peraturan Walikota,



12

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dalam hal teradinya  penmasaluban pelaksansan Persturan  Daerah ini
pervelesalannya  difasilitasi oleh  Gubermur Lampung  sclaku Wakil
Pemerintah,

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Persturan  Dacrah inl  sepanjang
menyangkut pecaturan  pelaksanaarmyn skan  ditctapkan kemwdian olch
kcpala Dacrah.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapal mengeiahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan  penempatannyva dalam
[embaran Duerah Kola Moiro

Disahkan di Melu;:u
Pada tanggal : &6 pomuar 2006

WALIKOTA M'FLTR;.IK/l/

AT oy,
<
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.'1I. i l :J'l H

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : TAINUN 2006
VTENTANG

KEDUDUKAN PROTORKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

1. UMUM

Bahwa sebagar Lembage Pemerintah Dacrah Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah {DPRDY}
Kotz Metro mempearar kedudukan sears dan memiliki bubungen kerjs yang bersifat
kemitraan yang dengan Pemerintah Dazsah Kota Metro, vang henna]-um bahwa aniars TPRD
dan Femeniniah Draerah muemiliki Kedudukan yang sarn dan sejajar dalam arti meropakan
mitra kerja Pemerintah Dacrah dalum membuat kebifakan dacrah vatok kesetargan, prinsip
berjenjang dar proporsion:]

Sebagar pedoman vang mengawr menzenal hak Protekeler dan Keuangan Pimpinan dan
Anpgoa DPRI Kot Muls o, maka Femerintah ket Metrg inembual Perateran Daerah yang
mengatur tentang hak Profokoler dan ’n.r:umgtn Pirmipinan dan .&.ngggta DPRD yang Idal.
bertentlangan dn.n_g_an Peraturan Perundang-Uindangan vang lebih tinggi,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukenp Jelas
Pasal 2
Ayat {1}
Cukup jelas
Ayat {2
[ikrel &
MAcara resmy di daerah yang ceselengparukan di Tbuketa Xola Metro, Kocamatan,
KelurahanDesy,
[Huruth
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Fasal 5
Cukup jelas
Pasai 4
Cukup relas

I A Tt B B A S D8 D Tt S e R d e vbod 2 dn Kecauns (9L L
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sl &
boetentoan ame hanya berlaky apabele Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah kerlangsung di Gedung DPRL,
Pasal 4 a:d 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayaf (1]

Tang dimaksud denzan “Pemeliharzan kesehalan™ adalah upava kesehatan
yang meliputt peningkatan, paoyembuhan, dan pemulihan kesehaten,
HBesarnya prerai asuransi bags Pimpinan dan Angpoata DPRD paling tingei
sama dengan besarnya premi asurans Kepala Dacrah yang bersanghutan,

Avar (2]
Tang dimaksud dengan suami atau siri adslah | (satu) orang suzmi atau
1 (satu) arang isiri. Yang dimaksud dengar anak adalah anak kandung gl
ansk angxat.

Ayal (3)
Cuknp jetas

Ayat {4

Cukuep pelas
Pasel 17720

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat {1}
Paleatan Thinas beserta atmbuteva terdicn atas -
g Pakeian Siptl Hanan disedigkan 2 {dua) paseng dalam 1 (satu) ahun;
b Pakamn 3ipil Resmi disediakan | isaiu) pasaue datan § {salu) b,
¢ Pakalan Sipil Lengkep discdiakan 1 {satu) pusung dalam 3 (liema)

tahun;
d Pakaian Dhnas Hartan lengan Panjang discdiakan 1 (saw) pasang
datam 1 {satu) tahun

Ayal 2]
Penelupan standar sztuan hargs dan kualites behan pakaian dinas
mempertimbangkan prinsip peaghematan, kepatutan dan kewsjaran.

Pasal 22

Huruf'a
Cukup lelas

Huruf'h
Biaye pengurusan jenazah adaleh biaya vang dibebankan dalam APRD
dan rwmah duka slaw empat tegaes sampai ke tempat pemikHman.

Pasal 23

Avut (1)
Cubup jelas

Aoyat (7]

Culup jelas

A ST MY I E AN L BRI R L TR Do el Probean a0 Koty p D10 e



Aval ()
Cukup jebiy
Avat (4)
Ulang jasa pengzbdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anpgota
DPRD vanp diberhentkan tidak dengan hormat.
Basal 24
Cukup jeles
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jcias
Ayat {2}
Cukup jelas
Avat (3
Cukup jelas

Ayat {4}

Yang direaksud dengan “uraian ke dalam jenis belanja™ adalah schagai
Tvpeprlepof -
herikut

&,

b.

Avat (3)

Pasal 2hogid 29

Cukum gelas

Belangs Pegawa antara lain uniuk kebutuhan belanja gaji dan
Tunjangan Pegawan Sekretanal DPRD sesua: dengas yolongan jabatan
Belanja Barang dan lasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa
habis pakai, seperti alat tulis kantor, paksizn dinas Pimpinan dan
Anggota DPRLY dan pepawai Sckretariar DPRD, Premi Asuransi
Keschatan, Kensumsi Rapal Daerah, belanja listrik, Telpon, air, gas
dary ongkos <antor lamnya,

. Belama Perjalanan Thnas yaitu belanja Pimpinan den Angeota DFRD

dalam rangka meluksenakan tugasnva atas nama lembpgs Pervakilan
Rakyal Daemh baik di dalam daeral vang bessmys disesoaikan denpan
standzr perjalanan dinas pepawal negen aipl nnpkat A vang ditetapkan
ofeh Kepala Dasrah.

[Belanje Pemeliharaan amtara Jain pemeliharaan sarana dan prassrana
gedung kantor DERD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan
dan rumah dinss Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD
Belanja Modal antara fam untek kebutehan pambangman / perluasar
penamnbahan gedung Kaentor / cuneh jabatan ¢ cumah dings, pengadaan
perlengkapan ¢ perzlatan rumah jabate Pimpinen DPRLD dan ¢ atay
rumeh dinas Anpeota DPRTYL pedenghapun ¢ peralatan ki,
pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifitnvg mesnibid
nilai kekayaan daeak.

Crshonp jelng
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